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HARTINI RETNANINGSIH, TRI RINI PUJI LESTARI, DKK

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang masalah yang sangat
aktual dan memerlukan perhatian Pemerintah saat ini, di mana di tengah
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada
perekonomian negara banyak muncul kasus yang belum bisa ditangani karena
ketertinggalan regulasi. Dalam hal ini masalah kebijakan menjadi hal yang
sangat penting untuk diperhatikan dan dicari solusinya terkait berbagai
permasalahan yang muncul di lapangan. Ada banyak permasalahan
ketenagakerjaan yang muncul secara dinamis di tengah perkembangan
masyarakat saat ini, namun banyak prmasalahan tersebut yang belum bisa
ditangani secara bijak berdasarkan regulasi yang ada. Akhirnya diperlukan
pemikiran yang jernih dan perenungan yang memadai untuk mengatasi
berbagai permasalahn tersebut.

Dalam hal ketenagakerjaan, memang selama ini telah banyak buku
terkait yang dipublikasikan oleh berbagai pihak baik lembaga penelitian
maupun penerbitan, yang pada umumnya menganalisis dari perspektif
regulasi atau hukum. Namun dalam kenyataan masih sedikit buku yang
menganalisis masalah ketenagakerjaan dari perspektif yang berbeda, seperti
halnya buku ini. Buku berjudul “Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Perspektif
Kesejahteraan” merupakan karya para peneliti pada Bidang Kesejahteraan

Prolog



2

KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN

Sosial, Pusat penelitian, Badan keahlian DPR RI, yaitu: Dr. Dra. Hartini
Retnaningsih, M.Si., Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes., Sulis Winurini,
S.Psi, M.Psi., Dinar Wahyuni, S.Sos, Msi., dan Elga Andina, S.Psi, M.Psi.

Kelima peneliti tersebut menulis dan melakukan analisis masalah
ketenagakerjaan berdasarkan pengetahuan dan  pengalamannya di bidang
penelitian dan penggalian data/informasi yang sesuai kepakatannya, sehingga
hasilnya sebagaimana disajikan dalam buku ini, cukup layak dicatat sebagai
referensi.

Penulis pertama, Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. menyajikan tulisan
berjudul “Program Jaminan Hari Tua dan Upaya Kesejahteraan Pekerja”.
Dalam tulisan ini dikemukan bahwa secara ideal jaminan hari tua (JHT)
berkaitan erat dengan kesejahteraan pekerja, di mana semakin baik JHT maka
akan semakin baik pula kesejahteraan pekerja. Dan sebaliknya, semakin buruk
JHT maka akan semakin buruk pula kesejahteraan pekerja. Tujuan JHT
sebenarnya adalah mempersiapkan jaminan untuk hari tua pekerja, setelah
mereka berhenti bekerja pada usia pensiun, atau ketika mereka harus berhenti
bekerja karena tidak bisa produktif lagi karena cacat total tetap. Namun
dalam kenyataan selama ini, JHT belum memberikan kontribusi yang opti-
mal bagi kesejahteraan pekerja. Bahkan pada akhir-akhir ini terdapat banyak
kasus di mana JHT dicairkan setelah seseorang berhenti  bekerja walau  yang
bersangkutan belum memasuki usia pensiun. Akibanya JHT tidak lagi
menjadi harapan hidup di hari tua, namun uang yang dicairkan setelah
seseorang berhenti bekerja. Hal ini tentu bertentangan dengan maksud dan
filosofi dari JHT itu sendiri, yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin
hari tua pekerja.

Penulis kedua, Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. menyajikan tulisan
dengan judul: “Kebijakan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan”. Dalam tulisan ini dikemukkan
bahwa saat ini masih banyak masalah ketenagakerjaan yang salah satunya
adalah masih kurangnya penerapan K3. Memang K3 seringkali dibicarakan
di berbagai seminar dan diskusi namun tidak disertai dengan konsep
implementasi yang jelas dan konkrit. Apa yang terjadi pada K3 ini terkait
dengan masalah pengawasan ketenagakerjaan yang memiliki banyak
keterbatasan, dan tentu saja hal ini akan berdampak pada hasil akhir
perusahaan. Penulis ini ini melihat bahwa masih rendahnya kesadaran
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penerapan K3 di perusahaan dan juga rendahnya pengawasan ketenagakerjaan
terhadap penerapan K3 tersebut mengakibatkan upaya perlindungan kesehatan
kepada tenaga kerja menjadi rendah.

Menulis Ketiga, Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. menyajikan tulisan
berjudul “Penanganan terhadap Masalah Kesehatan Mental Pekerja di
Indonesia”. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa tempat kerja merupakan
salah satu lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental individu
secara keseluruhan. Ada berbagai faktor risiko lingkungan yang akan diterima
individu di tempat kerja, yaitu faktor kimia, biologi, fisik, ergonomi, dan
psikososial. Masalah kesehatan mental erat kaitannya dengan faktor
psikososial. Faktor psikososial di tempat kerja menjelaskan interaksi yang
dinamis antara faktor terkait pekerjaan, termasuk hal-hal di tempat kerja,
seperti lingkungan kerja, muatan tugas, kondisi organisasi, dengan faktor
manusia, seperti kapasitas, kebutuhan, dan harapan pekerja, budaya atau
kebiasaan pekerja, kepribadian pekerja, seperti persepsi dan pengalaman
pekerja. Berbagai faktor tersebut bisa bisa berdampak buruk jika tidak dikelola
secara seimbang baik oleh pekerja itu sendiri, perusahaan tempatnya bekerja,
maupun Pemerintah sebagai pembina dan pembuat kebijakan.

Penulis Keempat, Dinar Wahyuni, S.Sos, M.Si. menyajikan tulisan
berjudul “Revitalisasi Model Penanganan Pekerja Anak”. Dalam tulisan ini
dikemukakan bahwa meskipun telah ada berbagai peraturan yang melindungi
pekerja anak, pada kenyataannya masih ada pekerja anak yang mengalami
perlakuan yang berdampak buruk bagi perkembangannya seperti praktik
eksploitasi, jumlah jam kerja yang tidak sesuai aturan perundangan, dan
penempatan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisiknya.
Masalah pekerja anak memang suatu fenomena yang sulit terselesaikan secara
tuntas karena berkaitan dengan isu kemiskinan yang masih ada hingga kini.
Oleh karena itu, perlu dicari model penanganan pekerja anak yang tepat.

Penulis terakhir, Elga Andina S.Psi, M.Psi. menyajikan tulisan berjudul
“Urgensi Pengawasan Kesehatan Jiwa di Tempat Kerja (Studi di Provinsi
Aceh)”. Dalam tulisan ini dikemukakan pentingnya pengawasan kesehatan
jiwa di tempat kerja. Penulis mengemukakan bahwa kesehatan jiwa perlu
dijaga agar tidak mengganggu produktivitas pekerja. Pemberi kerja dan pekerja
perlu mendukung upaya kuratif dengan memberikan keleluasaan kepada
orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa untuk
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menjalani penatalaksanaan kondisi kejiwaannya tanpa diskriminasi. Artinya
ia tidak dapat secara semena-mena diambil haknya, misalnya dilakukan
pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau mendapat perlakuan tidak
enak dari rekan kerja. Sedangkan upaya rehabilitatif di tempat kerja harus
difokuskan pada pemulihan fungsi sosial dan okupasional, yaitu dengan
bimbingan untuk kembali ke dunia kerja.

Jakarta,     November 2017

Editor,
Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T.
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Setelah membaca buku bunga rampai dengan tema besar “Kebijakan
Ketenagakerjaan dalam Perspektif Kesejahteraan”, ada beberapa catatan
penting yang layak disimak.

Secara ideal ada kaitan antara Program JHT dengan kesejahteraan
pekerja, di mana Program JHT diharapkan menjadi jaminan bagi kehidupan
pekerja setelah pensiun atau berhenti bekerja. Program JHT yang berjalan
baik akan berdampak pada kesejahteraan pekerja di hari tuanya. Oleh
karena itu perlu dilakukan evalausi terhadap mekanisme penyelenggaraan
JHT khususnya pada masalah pencairan dana (klaim) JHT, agar manfaat
JHT benar-benar dirasakan dan memberikan kesejahteraan kepada pekerja.
Pekerja perlu memiliki rasa aman dalam bekerja, karena adanya harapan
akan jaminan hidup di hari tuanya, sehingga perlu dibuat mekanisme
pencairan dana JHT yang lebih baik, dari sisi pekerja dan dari sisi penyeleng-
garan jamsostek lainnya. Namun demikian, saat ini banyak terjadi
‘penyimpangan’ di mana dana JHT dicairkan pada saat seseorang berhenti
bekerja namun yang bersangkutan belum mencapai usia pensiun. Hal ini
tentu saja bertentangan dengan filosofi Program JHT yang dimaksudkan
untuk menjamin  kehidupan pekerja di hari tua. Penyimpangan terjadi ketika
terjadi perubahan PP yang mengatur masalah tersebut, yaitu perubahan PP
No. 46 Tahun 2015 dengan PP No. 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
JHT. Dari sisi substansi, perubahan ini sebenarnya masih dapat dianggap

Epilog
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kecil ruang lingkupnya (karena diatur dalam PP, bukan UU), namun
dampaknya bisa luar biasa (karena mengaburkan makna dan filosofi JHT).
Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali arti penting Program JHT
dan manfaatnya bagi kesejahteraan pekerja. Diperlukan visi yang jauh ke
depan, untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi pekerja setelah
mereka memasuki usia pensiun.

Sistem manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara
keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung
jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi
pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko
yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang
aman, efisien dan produktif. Berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 1996
tentang Sistem Manajemen K3, setiap  perusahaan yang mempekerjakan
pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat
potensi bahaya tinggi (high risk) wajib menerapkan Sistem Manajemen K3.
Dengan demikian, penerapan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab
pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya
pelaku industri. Kebijakan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia sudah
cukup komprehensif, namun pada saat diberlakukannya UU No. 23 Tahun
2014, pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sering dipengaruhi oleh
kepentingan praktis, menarik investasi dan kepentingan memperoleh
pendapatan asli daerah. Saat ini dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun
2015, pengawasan ketenagakerjaan menjadi urusan pemerintah pusat dan
provinsi masih banyak yang perlu di siapkan dan di benahi dianaranya terkait
sarana dan prasarana (termasuk petugas pengawas ketenagakerjaannya)
serta sistem manajemennya. Peran pengawasan ketenagakerjaan dalam
penerapan K3 sangat penting. Namun demikian selama ini peran tersebut
belum berjalan dengan baik. Keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas
ketenagakerjaan dibidang K3 menjadi salah satu kendala masih rendahnya
penerapan K3 di perusahaan.

Beberapa peraturan menunjukkan, kesehatan mental sebagai sasaran
upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif pemerintah terhadap
pekerja. Beberapa lainnya, secara tidak langsung memperlihatkan upaya
pemerintah mengendalikan beberapa aspek pekerjaan yang bisa dikaitkan
dengan risiko faktor psikososial. Kendati demikian, hal ini belum cukup



116

KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN

karena belum komprehensif. Sulit melakukan penegakkan peraturan terkait
faktor psikososial di tempat kerja karena belum ada peraturan yang mengatur
faktor ini secara spesifik. Kendala lain adalah mengenai konsekuensi terhadap
kompensasi. Oleh karena faktor psikososial sulit diukur, maka sulit pula
menentukan kompensasi yang sesuai. Padahal pembuktian yang jelas
mengenai masalah kesehatan mental pekerja diperlukan. Sejauh ini,
kompensasi yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja terkait
masalah kesehatan mental adalah masalah yang relatif berat, seperi gangguan
jiwa. Selain itu, secara umum, pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan belum
optimal. Jumlah tenaga pengawas yang masih jauh dari ideal dan ketidak-
jelasan status tenaga pengawas menjadi permasalahan utama saat ini. Pada
akhirnya, penegakan peraturan perundang-undangan terkait tenaga kerja, tidak
hanya mengenai kesehatan mental, belum terlaksana sebagaimana mestinya.
Mengacu pada permasalahan di atas, tampaknya studi terkait isu kesehatan
mental pekerja di Indonedia perlu dilakukan untuk meng-identifikasi
permasalahan. Hal terpenting, pemerintah perlu merealisasikan rancangan
peraturan undang-undang tentang K3 Lingkungan Kerja supaya dasar
pengawasan ketenagakerjaan terkait faktor-faktor lingkungan kerja, termasuk
faktor psikososial, semakin kuat. Tak kalah pentingnya, per-masalahan di
dalam system pengawasan ketenagakerjaan juga perlu dipecahkan. Selama
ini, permasalahan kurangnya jumlah tenaga pengawas sudah menjadi
permasalahan klasik. Peningkatan penghargaan untuk jabatan petugas
pengawas perlu dipertimbangkan. Setidaknya, status petugas pengawas dari
kabupaten/kota ke provinsi diperjelas, sehingga tidak melemahkan motivasi
mereka dalam bekerja.

Karena faktor utama yang mendorong anak bekerja adalah ekonomi,
maka penanganan pekerja anak harus menjadi paket yang bersifat inheren
dalam program pengentasan kemiskinan sebagai faktor penyebab utamanya.
Dan pemberdayaan keluarga dapat menjadi pilihan dalam upaya pengentasan
kemiskinan. Pemberdayaan keluarga menekankan pada pengembangan
sumber daya keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan
keluarga. Dalam kondisi sejahtera, keluarga tidak perlu lagi memberdayakan
anaknya untuk bekerja. Namun demikian, apabila tidak ada pilihan bagi
anak untuk bermain dan sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga, maka
pilihan bekerja harus ditolerir dengan tetap memberikan peluang untuk
sekolah atau mengembangkan fisik dan sosial secara wajar.Tindakan melarang
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dan memberikan hukuman kepada pekerja anak dan pihak yang mem-
pekerjakannya dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru.
Diperlukan revitalisasi model penanganan anak yang sulit meninggalkan
pekerjaannya agar meningkat kualitas hidupnya atau minimal mampu
melindungi diri dari situasi eksploitatif. Pendampingan dipilih sebagai model
pendekatan dengan berpedoman pada prinsip perlindungan sosial, di mana
pekerja anak memerlukan pemihakan yang bertumpu pada kepentingan anak.
Kegiatan pendampingan mengandung unsur perlindungan melalui advokasi,
mobilisasi serta penguatan atau pemberdayaan yang digabungkan dengan
usaha-usaha perbaikan peraturan hukum yang relevan, penyediaan pelayanan
yang sesuai dengan kebutuhan pekerja anak, dan penciptaan kesempatan
berpenghasilan. Berbagai upaya penanganan pekerja anak tidak akan maksimal
apabila dilakukan masing-masing lembaga tanpa kerja sama seluruh pihak
yang terkait. Kegiatan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat tentang isu
pekerja anak perlu terus dilakukan salah satunya melalui pengintegrasian
program penanganan pekerja anak dengan budaya masyarakat setempat.
Demikian juga memberikan pemahaman tentang arti penting pendidikan
bagi generasi penerus bangsa juga mendesak untuk dilakukan.

Masalah kejiwaan merupakan ancaman bagi setiap pekerja. Hal ini
berdampak pada penurunan permasalahan kesehatan, hingga pekerja tidak
dapat memperlihatkan performa optimalnya. Sumber tekanan bagi pekerja
dapat berasal dari berbagai variabel di tempat kerja, oleh karena itu lingkungan
kerja harus diatur sekondusif mungkin. Pengaturan tersebut menjadi amanat
dari UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan UU No. 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja, selain berbagai peraturan ketenagakerjaan
umum yang sudah berlaku. Pengawas ketenaga-kerjaan memiliki tugas untuk
memastikan terlaksananya peraturan di atas. Akan tetapi, Provinsi Aceh belum
dapat menjalankan pengawasan kesehatan kerja, apalagi terkait kesehatan
jiwa. 4 hambatan yang dialami antara lain: (1) Kurangnya sumber daya
manusia; (2) Alat pengawasan yang tidak tepat; (3) Permasalahan anggaran;
dan (4) Adanya tumpang tindih kebijakan. Perlu langkah nyata pemerintah
untuk memperbaiki sistem pengawasan ketenaga-kerjaan, terutama di bidang
kesehatan kerja dengan menambah jumlah  dan kualitas SDM pengawasan,
meningkatkan anggaran pengawasan, meningkatkan koordinasi dan kerja
sama dengan instansi terkait, serta memperbaiki sistem pengawasan agar
lebih efektif.
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Pada akhirnya editor berkesimpulan bahwa sangat penting memandang
masalah ketenagakerjaan dari perspektif kesejahteraan pekerja. Masalah
kesejahteraan pekerja perlu menjadi pertimbangan dalam setiap pembuatan
kebijakan ketenagakerjaan, karena hal itu akan berdampak pada kinerja dan
hasil akhir atau output perusahaan. Ketika pekerja mendapatkan jaminan
sosial yang memadai maka diharapkan kesejahteraan akan mengikuti. Dengan
demikian diharapkan pekerja akan melakukan tugasnya dengan baik, dan
perusahaan juga perlu mendukung dengan iklim kerja yang baik sehingga
hasil yang dicapai dapat optimal.

Jakarta,      November 2017

Editor,
Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T.
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